BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis dapat menyatakan bahwa
terdapat dua unsur yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain yaitu, adanya
"Peraturan Daerah™ dan adanya "Satuan Polisi Pamong Praja", hasil
kesimpulan dapat penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Pengaruh Peraturan Daerah tentang penanggulangan Covid-19 di DKI
Jakarta dapat dikatakan mampu untuk mengurangi penyebaran. Hal
tersebut terbukti bahwa meskipun protokol kesehatan tetap
dilaksanakan, kasus penyebaran Covid-19 tetap meningkat secara
musiman. Dalam menanggulangi masalah kepatuhan masyarakat serta
layanan jaminan kesehatan masih dapat dikatakan kurang efektif.
Peraturan Daerah tersebut seharusnya diimplementasikan dan
disosialisasikan secara terus menerus sehingga dapat menjadi evaluasi
dan sarana peraturan baik dalam skala nasional maupun daerah apabila
terjadi pandemi kembali.

2. Peraturan Daerah tidak cukup berdiri sendiri, Satpol PP juga berperan
penting guna menegakkan peraturan untuk mencapai ketertiban umum
dan ketentraman serta perlindungan masyarakat. Dalam melakukan
tugasnya yang meliputi Pengawasan dan Penertiban, Satpol PP
seharusnya mampu melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat
baik pada saat kasus pandemi meningkat dan menurun sehingga
masyarakat tetap patuh terhadap penegakan hukum. Dalam hal ini,
masyarakat terus disosialisasi dan dibina dengan peraturan daerah
tentang penanggulangan covid-19 tersebut. Dengan demikian, Satpol PP
seharusnya dapat melakukan evaluasi atas kinerja pengawasan dan
penertiban khususnya, terkait penanganan Pandemi Covid-19 dan
Peraturan Daerah di DKI Jakarta.
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B. Saran

Dalam penulisan ini, penulis memberikan saran-saran sehingga yang

diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi yaitu:

1. Bahwa dengan terbitnya Peraturan Daerah mengenai Penanggulangan
Covid-19 perlu dilakukan evaluasi peraturan serta penyempurnaan
terhadap penanganan pandemi. Hal tersebut bertujuan apabila terjadi
pandemi kembali, maka peraturan mengenai penanggulangan pandemi
tersebut sudah terarah dan memiliki tolak ukur yang jelas sehingga
tersusun dan mengatur secara optimal.

2. Perlunya Pembinaan dari beberapa arah baik dari unsur pemerintah
daerah, masyarakat, restoran atau tempat usaha, dan Satpol PP.
Sosialisasi pada dasarnya sudah berjalan dengan efektif, akan tetapi
sosialisasi diharapkan dapat menimbulkan kesadaran hukum yang ada
dalam masyarakat tidak terbatas tentang protokol kesehatan serta
pencegahan penyebaran Covid-19 melainkan juga kesadaran hukum

mengenai peraturan daerah seluruhnya.
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